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Namun seiring waktu berjalan, kita semakin

hukum terhadap evaluasi kritis atas peraturan perundangan yang
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SIKAP POLITIK PENDAMPING HUKUM RAKYAT (PHR) UNTUK PEMBARUAN HUKUM INDONESIA
“MENATA MASA DEPAN BANGSA”

kehilangan pemimpin itu sehingga seiring _sedang_ berlaku. Ketimbang mencaritahu  sebab-sebab = & -
H y : _ & ineffektifitas peraturan perundangan yang sedang berlaku, para Deklarasi SPHRI dibacakan oleh Tandiono Bawor Purbaya dalam KTT Hukum Rakya 8-10 Oktober 2013
r‘\] [ M }\, \ / « dengan itu, karena Hukum hanyalah apa yang pembuat hukum tersebut lebih suka menerbitkan aturan baru ( y y )
| \YAY b dibuat oleh penguasa, maka standar moralitas, yang dianggap lebih baik (Otto et al dalam Arsnscheidt et al 2008). S s : : : o
1N f \ \3 e ; Dalam prakteknya pembuatan hukum yang dilandasi oleh ambisi Kami adalah Pendampin mengatasi krisis hukum yang terjadi serta kesejahteraan sosial. Kami akan menjadi pelaku  hukum untuk rakyat. Kami mengajak seluruh
kebenaran dan keadilan hanya bersumber dari para elit nasional untuk mempercepat transformasi sosial atau m . ping | h h berd b b lalui didik . Y . 93
Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis kekuasaan yang tentunya akan mengabdi yang didasari oleh keyakinan bahwa hukum bisa memaksa orang ~ Hukum  Rakyat da_n Papua, gaga, -menanan pengnanicural sumbercaya,  tlama pembatuan temeotl melatl penticiian Iap|sar_1 rakyat '“d"”.es'a.‘ untuk bersam;—sama
kepada penguasa itu pula. Berbagai WS S v e o Mo Maluku, Sulawesi, Nusa alamdan  sistem sosial budaya secara hukum yang komprehensif dan berakar pada mewujudkan  konstitusi dalam  kehidupan
penyimpangan terjadi dengan masif, pada ;zfpe‘;;'g;gka";';nk"m;;;g;:k“;eg:;"u‘;me:ﬁ':;ﬁ;“ Lo I Tenggara, Sumatera, Jawa dan sistematis. kebutuhan rakyat. Untuk itu, kami membangun  sehari-hari dan memantau konsistensi pelaksanaan
akhirnya mengaburkan standar kebenaran mengemukakan sejumlah sebab, di antaranya 1) Dalam K E « | Kalimantan yang selama ini Sekolah Pendamping Hukum Rakyat Indonesia  mandat konstitusional para pengurus negeri ini.
Bangsa, sehingga teramat sulit untuk menarik ',‘::::,ffﬁﬂ:,‘:a p::ﬁr: iﬁﬁﬁ?ﬂ’ :g:kkmr;:ho kbl::res“e:a;:dge:;? S o § | bekerja untuk  mewujudkan 2.Orientasi pembentukan peraturan (SPHRI) sebagai sebuah terobosan mengatasi
batas antara apa yang salah dan apa yang benar. yang sama mereka juga terikat dengan sistem norma yang lain, 2) E ~ @ keadilan bagi rakyat, perundang-undangan di tingkat nasional dan krisis hukum di negeri ini.
Kebanyakan negara-negara berkembang memiliki heteregonitas ihai i it g
Saudara-saudaraku para Pendamping sosial yang tinggi, 3) Akses publik kepada informasi mengenai i "'.'é sz G mempe_rtahan kan dan merebut daerah dlbaj.ak oleh k Pl ngan. akt_or p0| itk i Cibubur, 9 Oktober 2013
Hukum Rakyat peraturan perundang-undangan dan institusi hukum masih lemah | D~ kembali sumber-sumber dan modal, jauh dari upaya menjamin hak-hak Kami mendesak kepada pelaksana mandat
g Rei RS e Rkl pealeTie DG kehidupan rakyat. asasi manusia dan kearifan sosial di konstitusi, penegak hukum, hingga birokrat di

'l di tengah semangat
masyarakat sipil Indone-
sia mendesakkan sistem
pemerintahan demokra-
tis. Bergerak bersama
| para eksponennya, HuMa

| hukum HuMa dilandasi
| oleh perspektif kritis dan ‘
| kesadaran atas adanya

|| pluralitas sistem hukum
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Konstitusi”,

berbicara tentang "Mengembalikan Peradilan yang Adil Kepada

dan lbrahim, SH, MH, LLM dari Komisi Yudisial

ratusan Pendamping Hukum Rakyat
(PHR) dari seluruh provinsi di Indonesia,
mulai dari Aceh hingga Papua.

Rakyat

Oleh: Andiko Sutan Mancayo
Direktur Eksekutif HuMa

KTT Hukum Rakyat dibuka dengan

Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan
Tokoh LSM, Myrna Safitri selaku Direktur
Eksekutif Epistema Institute dan Andiko
Direktur Eksekutif HuMa.

Edison R. Gyai.

Saudara-saudaraku
Pendamping Hukum Rakyat.

para

"Membangun, tanpa Menggusur,” Prof
Dr Jimly Asshiddigie, SH berbicara
tentang "Hukum Rakyat dalam Jaminan

dengan ditangkapnya Ketua MK,
kita seperti dipertontonkan dengan
sebuah panggung Machiavelian
yang telanjang, menggoncangkan
rasa keadilan rakyat, dan semakin

Salah satu output dari dunia pendidikan

sesegera mungkin dengan takzim kembali
menikam jejak esensi moral dari hukum rakyat
yang menjadi fondasi keadilan bangsa. Mari
kembali ke "kampung" menemu kenali lagi
moralitas hukum yang hilang dari hiruk pikuk

Hukum Rakyat, menyerukan “Kembalikan
Hukum Menjadi Milik Rakyat Indonesia”. Hukum
rakyat adalah hukum yang lahir dari Rahim

mesti mengabdi.

Jakarta, 8 Oktober 2013

2013:
Pembaharuan Hukum Versi
Masyarakat Sipil

ada, contoh hutan, emas, dan mineral.

banyak aktor lokal

Institute & Dekan FH-President University Jakarta) dalam
Pembukaan KTT HUKUM RAKYAT, Cibubur 8 - 10 Oktober .

Konflik
yang terjadi kemudian secara positif melahirkan
yang bersama-sama

dasarnya. Ketiga, melihat bahwa Negara yang
“Absen” ketika terjadi konflik atau kekerasan
yang menimpa kelompok-kelompok masyarakat
yang rentan. Keempat, melihat Negara “Menjual

sumber daya alam, kehancuran
tatanan sosial untuk mengatur
dirinya sendiri akibat akibat
pembajakan aturan lokal untuk
kepentingan Negara maupun

kepercayaan terhadap sistem
peradilan di Indonesia.

fundamental sehingga gagal

kampung-kampung.

demokratisasi  formal serta langgengnya
impunitas dan penumpukan modal
untuk merawat sistem kuasa predatoris.

5.Lembaga penegak hukum kehilangan

4 mencoba mengambil pidato dari beberapa tokoh na§i0nal, Pidato ini dipersembahkan industri hukum yang mekanik. Sebab kepastian Pehiacunbanh Hak-Hak Masvarakat Hukum : a : ; ; e Tt

peran dalam  upaya | Gubernur DKI Jakarta, Ir. H. Joko Widodo, EI((I/ SR E 142 IS Ty T IR (<1 15 hukum tanpa moralitas akan menghasilkan Adat dan Lokgal e alam antar: lain, melarang pasat, _ Kami Juga ntegritcs sehlng%a }et]ag! krisis kipercayaank o =8

mendorong pemba- | Prof Dr Anies Baswedan, Direktur JSOGTeEg[IENT|C I Gt (ET Mo EYEY keadilan mekanik dan prosedural yang mereka: matk Cilhutan vand Sararal faktor mengkhawatirkan masa depan yang sangat mendalam di mata rakyat. Banya Penerbit:

haruan  sistem  dan | Indonesia Mengajar serta pakar hukum [ZHGEGRTSl e OT M eV (28 1) UCHETLTEY N IEVIGEURES S ERCISIONEICl | ocejarahan merupakan hak mereka dan pada hukum @lindonesia  melihat  hakim belum mampu melakul@npenemuan HuMa

F:;‘;'ST:‘" huk“;m"z?irrﬁ:; _ sepetr;i Pr!((:ifi Dr.ldlin":IZ Asshhidlgiqiet,_“fi'!, ;&_!t:a PHR yangt terl,ahfmsenc:ahzlui “tukang hukum’berpestapora. saat bersamaan negara yang diwakili pemerintah rkuntuhnya moral penja%a EUk}lmkVaTg tepat untuk memberikan keadilan JIn. Jatiagung No.8 Jatipadang, Jakarta
; mantan Ketua Mahkamal onstitusi, ita semua yaitu Prof. Soetandyo . F 5 ; ; onstitusi an menjadi agl rakyat. : 2

otoriter  sebelumnya. : . 2 : e o A . tidak mengakui hak-hak tersebut. Ini berakibat yang ]

Eigasan. pembaruall Ibrahim, SH, MH, LLM, perwakilan dari Nfelg7elelelfel Mg ETMETTe [T R Maka hari ini, Kami para Pendamping teriadinya raging kol atas potensi.alan vang pertahanan terakhic Telp (+62) 021 788 45871

6. Elit politik dan ekonomi memanipulasi hukum

rakyat untuk kepentingan melanggengkan
kekuasaan politik dan penguasaan atas

mengembalikan hukum pada cita keadilan dan

Pembaharuan Hukum Versi Masyarakat Sipil

lapangan untuk mewujudkan konstitusi dan

hukum kita adalah menghasilkan pada “tukang Kami menyatakan ‘ : L e———— ——— -
hukum".k Sefragaimana para tl:jkang. merekg!(ah keprihatinan  atas  situasi 3.Kinerja legislasi diukur dari kemampuan ! - : | CEFENA (705 ) I = - Wl !
; s S e : > para teknokrat yang menjadi user/pemakai keterpurukan sistem  hukum produksi peraturan daripada kualitas dan TH &l 2 :
Berita HuMa ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Huma . P : : ) i .
kepada Xnggota I-;uMa, ;irra-Mitra HuMa, Masy:rakat Korban? Lembaga Donor, Lembaga jarr'nt;an hu"um_ "tang mepqpang sebuah sistem yang Negara vyang dipertontonkan keberpihakan pada upaya mencapai keadilan f Pen an gg u ng Jawab B u Ietl n H u Ma‘
dan Pemangku Kepentingan lainnya. Saat ini fokus kegiatan HuMa adalah Pendidikan Hukum untuk semakin jauh dari jangkauan rakyat. Maraknya lalui khi hakhal Baoi rlkiat dan linckiigtar. Akibatava teriadi Andiko Sutan Mancayo;
Masyarakat, Advokasi Perubahan Kebijakan, Pengelolaan informasi dan Dokumentasi. Seluruh infor- produksi pelbagai peraturan melalul pengkhianatan hak-ha g Y ) gail. Yy ] \
masi yang rersaé:‘i d;!am media ini telah melalui proses pemadatan. Bila membutuhkan informasi lebih perundang-undangan menunjukkan resistensi konstitusional dan hak-hak penumpukan aturan yang bertabrakan satu }
I d b I d HuMa baik melalui email, tel k . ” : : . : s
ke, faﬁforf{ﬁaeﬂﬁuﬂ'}%ﬁeﬁgﬁgi iedls I e e Z:?t:ra:T:n frfrff 3:nr:1aa‘§ﬂ§:nnﬁungan para pembuat hukum terhadap evaluasi kritis hukum lainnya dari warga  sama lain, serta kehadiran peraturan yang o Tim Produksi: ‘
e ] e terhadap kegagalan berbagai peraturan. Ambisi Negara.  Pengkhianatan itu :T'enljadil alat mentrjnsmmkanb markert] fﬁendly Widiyanto, Sandoro Purba, Erwin Dwi Kristianto, Tandiono
| S untuk mempercepat transformasi sosial atau terindikasi dari memanipulasi egal reform’ (paradigma pembaruan hukum Bawor. Malik. Aguna Wibowo. Anaaalia Putri. Sisilia
: KTT Huku m Rakyat 2013 yang didasari oleh keyakinan bahwa hukum bisa instrumen  hukum  untuk  yang ramah pada kepentingan pasar bebas). ) » Agung 5 : 3 g9 ;
| Hum i - memaksa orang untuk berperilaku seperti yang melegalisasi perampasan hak |} urmaia;
. Pada 8-10 Oktober 2013 HuMa . i dikehendaki, tidak diikuti oleh pemberlakukan - =l ; ; : . )
: melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Senjakala Positivisme hukum yang efektif. Foto: Andiko sedang menyampaikan pidato dalam kamuinitas_ imaupun . indivigiF™s. roasﬂ'l zg:::eu;a(‘:larllg'?nn;Inannyg_g_k:O[e?:](Lir a . Penduku ng:
SO LU, . 00, v SO0 VT TR EL IR R IR TN L1 kum: Sebuah Pidato KTT Hukum Rakyat 2013. atas tanah dan wilayahnya, TUp Gllempbagariembaga yucisial, g ) \ e
HuMa resmi berdiri pada Rakyat Mengelola Masa Depan S b Maka dari pada itu, sudah saatnya gagalnya sistem  peradilan, legislatif, dan De_mermtahan d_e_m.':lan Mitra-mitra HuMa;
\ tanggal 19 Oktober 2001 Indonesia”. Dalam KTT ini dihadiri oleh Polltlk dl K-I_r HU kum positivisme merunduk dari kep,ongahannyal dan Ikhtisar Pidato Politik-Dr.Myrna A.Safitri (Direktur Epistema me|€[u5nya kOﬂﬂIk-kOnﬂlk memanfaatkan instrumen pOlItIk

Logistik:
Susi Fauziah, Fetty Isbanun, Eva Susanti,Herculanus de
Jesus, Sulaiman Sanip,
: Heru Kurniawan, Bramanta Soeriya;

Fax (+62) 021 780 6959,

Email:

! rakyat yang telah ditempa oleh ujian panjang PetRlinitas. mem hank hol: kau | ! -
= I e d ! > pertanankan hokum mereka. Kami mevakini bahwa sumberdaya alam. . P I
r“dS"ESia' e Orator berbicara dengan Mi i terakhir ini A A MRS Ky, Mereka \inilah' yandggy kemudian  _disebut rsoalan- ersozlan ini terjadi ! 3 Ruma@cbr.net.la gy MEna@numa;of it
: ; . 9 INQQLCWINGGLU | Seiakiil: i, _ _ Pendamping Hukum Rakyat (PHR). Kehadiran PHR pe pers J : ; \
lnformasi Tebih 1engkap. § kapasitasnya masing-masing, Prof. EGEIEGENis(s Il el=g Clolllils U Rs F151EY Wahai saudara-saudaraku para Pendamping disebabkan: Pertama, melihat Negara “Abai’ * karena sejumlah sebab Kami  bertekad untuk  mewujudkan Website:
| mengenai HuMa dalam Anies Baswedan berbicara tentang {1y M (I E ol B TYe () (M (IR E VG Y Hukum Rakyat, mari kita kembalikan hukum ke moribaakan ruang p:ada kelompok-kelompok mendasar: pembaharuan  hukum yang berkeadilan, 1 ebsite: L
| diakses melalui situs "Pendidikan Berperspektif Keadilan®. EEgChERCTCTELRECGIR L bawah paniji cita-cita kenapa Negara ini didirikan masyarakat lokal atas sumber daya alam. Kedua, 1.Pembaruan hukum Negara penghormatan dan perwujudan hak asasi www.huma.or.id
I humahuml orid di ‘S;Eegtara Gul;gr:bl_lraD:I Jakar::, {:‘_(0 ::Ieadllan dy:ng fsedlagm oleh yaitu untuk me;:.capai_ rakyat yang ad?l _dan melihat negara yang “Lalai’” memberikan yang berjalan selama ini hanya manusia, dan bersandar pada proses
WWW. .or.id. idodo erbicar ntang egara dihancurkan. Di mana, makmur. Pada jalan itulah hukum sejatinya perlindungan untuk mendapatkan hak-hak tambal sulam, tidak pembentukan yang demokratis untuk ! . .

SEKOLAH PENDAMPING HUKUM RAKYAT INDONESIA :
Menguatkan Hukum Rakyat, Menata Masa Depan Indonesia

2 > ; : Tanah Air" kepada investor-investor dari dalam dari Hal 1)) ;
Rakyat". _ ;ninunjukkﬁ seperti apa roda Andiko Sutan Mancayo maupun luar negeri. dari Hal 1)) ‘
Safitri. selaku Direk ksekutif g ekliasaan berpular: RIGRIG S sl R g CBERGEE o kekeliruan negara yaitu negara betul-betul menjalankan amanat dengan profesional jumlah, dan memperkuat jaringan belajar dan Mohammad, Dahniar Andriani, Emilianus Ola Kleden,
MYLHE:]ka Itﬂt.) Shea u __lfle tur Eksekuti |?5Umt§ E?llsiema ol i 5 Masyarakat Adoe Mehambah i Eegis‘;eﬂgs ?_Gmemm_ Berbicara Pembaharuan Hukum, ini berarti yang abai, negara yang lalai, dan dan terhindari praktik-praktik korupsi. Keempat, advokasi. Untuk itu, eloklah SPHRI menjadi muara R.Herlambang Perdana Wiratraman, Julia Kalmirah,
gl?lr:izrrr:lp?ngar:-iuk:mwa:lalfyeal;u?g:R) us::'):t ﬁfr:l?:rsl;u :eguarrnz'; berhe:ﬂl.luas ;;?maraeg:;ame:;‘agpsz bahwa ada sgjumlahhp:njeia;ia.n teoritik danbkrznsegmal membicarakan Pembaharuan Hukum Negara Negara yang absen, kontrol ini jadikanlah peradilan sebagai lembaga yang harapan PHR dimana mereka sebagai penggeraknya. Kurniawarman, Myrna A.Safitri, Noer Fauzi Rachman,
1 mengapa pembuatan hukum negara-negara berkembang H ini H i i i i i = iisi ini E = =
dengan menempatkan orang yang tepat di posisi stratedis. Dan O dengan  gegap NeanSlinG fiark:i Dengan: mepunjuld pada s)imiEh - negirs yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil, sehmg_ga m_enJadi penting. Ketlga‘, ketika betul betu!_ diisi c_;leh para orang-orang yang Maka dengan ini Rikardo Simarmata, Rival
kemudian, pidato ditutup oleh Andiko dari HuMa 'tentan empita para elit bangsa berusaha biasH e colonisas] Al Kay Allot (13a0) mengaltkan peobiiclan Kitd SSila Secaley = perill elskianitiod bleara, hukam ralgec gnl adalamempunyall kdpasitas dan mempunyal morlibdiedidiallat “PHR bersama anggota komunitas GCulam Ahmad, Yance
i » plaad P : ; sl 9€mpita p i ) : hukum dengan ambisi para elit-elit nasional yang berkeinginan hal, yaitu; Pertama, tujuan pembentukan negara sebuah gebrakan yang baru, hukum Kelima, lembaga pemantau peradilan seperti Komisi 2013 bersama . . Arizona Zadrak
Senjakala Positivisme Hukum Indonesia. Dia melakukan kritik JGGiEGE0linEEETRTeERETIE] agar transformasi sosial berlangsung secara radikal. Cara yang sebagaimana terdapat dalam embukaan rakyat merupakan satu istilah yang Yudisial, Komnas HAM dan lembaga lainnya perwakilan Pendampin ]amnya bahu-membahu melihat 2
atas hukum di Negara  Indonesia yang telah lalai untuk T GIEELGIELEEE EEREIELED ditempuh oleh para elit tersebut adalah dengan mengubah g P =D ; ! P s £ Wamenbu.
erlindungan, absen dari/ menyelesaikan konflik dan  royal  FUlUUIIE Rz e Re (F:lale (s Clo BRI oL 1o 1] SOIBUBET e s penindeu ndangal yan g Aimempe Kenatos Undang;indagy Dasar Tahun 1945 itu adadajam menunjukkan adanya perlawanan merupakan lembaga terdepan bersama masyarakat Hukum Rakyat dari kembali, menegakkan, dan memper-
P 4 ngan, et (| Y Yy e ju ap &f g gg ph ? prinsip-prinsip baru. Dengan maksud untuk mengkritik faham sisi tanda tanya besar; ini ditandai bagaimana | terhadap relasi kuasa yang tidak sipil untuk mengontrol dalam menjalankan seluruh Indonesia, Keberadaan SPHRI
meREEbE i CISPIORESTS hﬁT:::an HSQL?:I“ sza“;_‘ -'a;:g AR Bl memaknai Negara ini, dan hak-hak yang bisa || seimbang maupun tidak adil fungsinya. Keenam, masyarakat sipil, PHR, Sekolah  Pendamping tahankan hukum rakyat untuk juga akan didukung
HuMa dencan PHR memiliki lebih /dari satu dekade dIFNE --Undan S pfalan L sebagai instrumen paling efektif untuk mengarahkan perilaku dilakukan  oleh  masyarakat sipil serta menggunakan hukum  sebagai akademisi, LSM, Jurnalis dan jaringan masyarakat Hukum Rakyat Indonesia menjaga kelestarian sumberdaya olah Dewan Sekolah
g : g e ) para pelaksana hukum maupun kelompok yang diatur (regulated Pendamping Hukum 'Rakyat (PHR). Hak, | instrumennya. Hukum Negara, lainnya perlu satu harmoni dalam gerakan yang di buka dan akan E : : Ntk rt
mendorong 3’3"9 untuk menyelesaikan/ proses penegakan Ll CNEteL L INNE NI i e b i ool diantaranya, adalah membantu negara, di mana mempunyai kecenderungan untuk sama untuk bisa bicara secara independen, ditempatkan di alam demi kesejahteraan komunitas Ezngyau :Ierdiﬁe St
i ia. iliki aki i iki yang diproyeksikan terjadi di masa depan. ltulah sebabnya, ' . 5 . v v A . a = - =
hukum di Indonesia. HuMa memiliki keyakinan bahwa ketika &ElISE rupa berusaha s daiarr‘u kenyatjaanva it Gl s et bant persona-persona tepat dan ! isu akalis artinya mempunyai mengontrol dan merumuskan strategi rumah-rumah itu sendirvi. PHR Tidak senantiasa Ardiks Sugan Mancajo,

orang ditempatkan dengan hukum masyarakat sebagai bagian

merekayasa situasi sosial menuju

bukti d kan ki - b j -j i kecenderungan yang dijadikan alat - ing. juh, i i . :

megrl dar sistem fkum nasloral, shtem hukur ndoness (RN BieRceiiet gl g rolcunnon ol Jao e | e menaam B bk S o e ene g v Beancen s~ bergelar sarjana hukum, dan Nl Fimaneyah
tidak akan stagnan. Saat ini HuMa telgh melatih sekitar 1.000 WECUEECIUNERIEETICCY  Woblminivialuinpn livsibguasinml  yang bisa dilakukan secara terus menerus secara || kepentingan tertentu baik ekonomi terhadap penyalahgunaan wewenang, Pulau-Pulau di  bahkan mereka secara sukavela 2% 00™ Abdies
peserta dari masyarakat lokal di Indonesia. Sampai saat.ini, dari  §71le 6 VU BoE T e BT < LTS 9 jug para s pe : s ) : e ; ’ : : Yas, Martje Leninda

e s ot a h Seio ' sk L L o konsisten melakukan koreksi terhadap empat § maupun kepentingan politik perilaku-perilaku tidak menghargai orang atas dasar Nusantara. mengorbankanjiwa dan raganya Palidjama .
pelatinan ScEiiieg o 1| aca Sqiityy orang peserta telah R I L bersambung ke Hal2)) 8 pertahanan keamanan, akan tetapi perbedaan sosial, ekonomi, agama, perempuan, RAmERaRET
berkembang Pendam;:_lr_lg Hukum Rakyat (PHR). Dan kemudian, EEEERES sejumlah sistem it di sisi yang berbeda hukum rakyat transgender, perbedaan usia, anak-anak dan orang Untuk menjalankan demi tegaknya keadilan sosial.” Trdicie . Bawer
di antaranya menghadiri KTT ini. 3:#::;‘;;’;3?'” v;[:g(athkegitudl: bukan sebagai sebuah instrumen, tua.Semua iniyang kita inginkan adalah masyarakat ruang-ruang Piriaya

¢ : 5 5 hukum rakyat adalah ekspresi yang mampu melindungi kelompok-kelompok sambelaiarannya maka SPHRI akan didukung oleh '
PHR menjadi aktor dalam reformasi hukum bagi masyarakat  (EEUIILCHINNELC SC I CUINCEY] SEKOLAH PENDAMPING HUKUM RAKYAT INDONESIA : tentang segala nilai-nilai kebaikan, miskin dan vyang paling rentan adalah ﬂewan gjuru ya‘r:g untuk pertama kalinya terdigri (G
adat/ Ioka{ di Indonesia. Banyak keberhasilan yang dicapai oleh harmoni sebuah Negara bangsa M k Huk Rak segala nilai-nilai moral dan keadilan kelompok-kelompok yang toak mampu! srdik Hardiancs: Andr. Sant A v
PHR. Semisal PHR dapat mendorong pelaksanaan berbagai NEUFELLEGEENTIITE enguatkan Hukum Rakyat, ¥h ada dilim N or komunitas manyiiamkansuntulckeperfincanma. Fir:d;us aBrslt":aann o, gogcorgirisssal’(an Z\?\p C;:IE;S
kebijakan pemerintah untuk ‘memperkuat hak atas tanah, Menata Masa Depan Indonesia apapun itu namanya disebut S et
keamanan ekonomi masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang Saudara-saudaraku para sebagai nama nilai-nilai. = - = — e
berkaitan dengan sumber daya alam. Pada KTT ini, PHR RCCERIRLT Hukum Rakyat. ) Inisiatif untuk meneguhkan terpanggil untuk menjadi Pendamping Hukum o KTT Hukum Rakyat 2013
membahas beberapa topik, seperti Sistem Peradilan Indonesia, o~ gerakan  Pembaharuan Hukum Rakyat diperlukan. Bicara Hukum Rakyat adalah " '
Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Alam, Konflik Sumber Daya Perjalanan dunia hukum kita o khususnya sumber daya alam bicara tentang keamanan dalam 1. Pembaharuan Hukum
Alam dan RUU Desa dan RUU Pengakuan dan Perlindungan EuUlETELGEl RN T= T Tl BT = berbasis komunitas dan ekologis Keberadaan SPHRI menggunakan pendekatan konteks dominasi yang .
Masyarakat Adat. menanamkan sebuah rule of law, < E % | telah berlangsung selama _ini. pendidikan yang sistematis untuk menyebarluas- menggunakan sistem normatif dan 2. Pluralisme Hukum
X If kepada masyarakat yang tumbuh E ™ | Berdasarkan hasil dari refleksi dan'  kan, berbagi, dan memperkuat pembaruan hukum kekuasaan seperti kelembagaan
Pada Hari Kamis, 10 Oktober 2013 HuMa dan PHR gl R0 M i -0 Ty yang oS ~\| konsolidasi yang terus menerus, atas sumberdaya alam -Sehingga, SPHRI diyakini yang ada untuk memutuskan 3. Masyarakat Adat
melakukan Dialog Nasional bersama Mahkamah Agung dengan IuEEESCURISHCUN-ECERCERITED ¢ =< | terbukti bahwa selama lebih dari akan menguatkan dan memperluas gerakan pem- jalannya  kebutuhan tertentu. )
topik "h{l'erumpsl_(_an Peradilan Adat dalam Sistem Peradilan £l moralitas  pemimpinnya. o O S| tiga dekade, hukum rakyat mampu  baharuan hukum agraria dan pengelolaan sumber- | Pembaharuan hukum bagi 4, Pendamplng Hukum
Nasional®. Hadir selaku pembncgraadala_uh Dr. Lilik Mulyadl._Wakll LNRYRZ | melindungi dan menjamin  daya alam. Keberadaan SPHRI akan melahirkan kelompok masyarakat sipil dalam
Ketua PN Jakarta Utara dan Rikardo Slmarmata, Akademisi FH kesejahteraan masyarakat hukum actor-aktor pembaharuan hukum di setiap komuni- hal ini Perkumpuhn Untuk Rakyat
UGM. Dengan rangkaian = adat dan masyarakat local..-Hukum - tas-yang  kemudian-disebut Pendamping:-Hukum Pembaharuan Hukum Berbasis z
rakyat tersebut tumbuh bersama 5. Perubahan lklim

KTT Hukum Rakyat, HuMa Rakyat (PHR). Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

telah berhasil membuat kehidupan dan kearifan budaya Untuk itu diperlukan intervensi kita -

kesadaran / = masyarakat masyarakat. Meskipun selama ini PHR bersama anggota komunitas lainnya semua untuk mendorong Diselenggarakan oleh:
umum  tentang  isu-isu Hukum Rakyat terus diingkari, bahu-membahu melihat kembali, menegakkan, dan perubahan vyang lebih efektif.

pembaharuan hukum dipinggirkan, dan dimanipulasi oleh  mempertahankan hukum rakyat untuk menjaga kel- Pertama, dari sisi kontrol yaitu

berbasis masyarakat dan hukum negara. estarian sumberdaya alam demi kesejahteraan pembentukan produk hukum baik

mengenal lebih  jauh komunitas itu sendiri. PHR Tidak senantiasa nasional maupun daerah pastikan a

Terkait hal tersebut maka
diperlukan aktor-aktor yang secara
terus menerus bersama masyarakat
menegaskan perannya  untuk
memperkuat kuasa rakyat dalam
pengelolaan Sumber Daya Alam.
Untuk itulah keberadaan Sekolah

bergelar sarjana hukum, dan bahkan mereka secara
sukarela mengorbankan jiwa dan raganya demi
tegaknya keadilan sosial. Prinsip dan karya nyata
dari aktor pembaharuan hukum ini menjadi penting
untuk diajarkan kepada komunitas lainnya sebagai
bagian dari upaya menjaga sumberdaya alam demi

tentang siapa dan apa itu
Pendaming Hukum Rakyat
(PHR). KTT ini adalah
momen yang baik untuk
apresiasi apa yang telah
HuMa dan PHR lakukan

bahwa itu transparan, partisipatif
dan responsif. Kedua, pastikan
bahwa kita mempunyai ruang untuk
melakukan intervensi substansi
kepada peraturan-peraturan yang
akan mengatur tentang hak-hak

n Perkumpulan HuMa

| 1 @perkumpulanHuMa

sejauh ini.*x** L 1 kelestarian dan keadilan sosial, serta memperluas dasar maupun hak-hak atas tanah Email:
Pendamp[r}g Hukgm Rakyat seba_ga| para pelaku pembaharuan hukum itu sendiri. Keha- dan kekayaan alam. Ketiga, teruslah huma@chn.net.id dan .hufna@huma,nr.id;
Sumber: Dok HuMa ruang belajar bagi para pendamping  diran SPHRI menjadi media PHR untuk memperkuat | mangawal birokrasi yang wwﬂ?f;':ﬁ,‘,,id
Foto: Orator Pada Pembukaan KTT Hukum Rakyat 2013 hukum rakyat dan mereka yang kualitas kerja kerakyatannya, meningkatkan menjalankan  peraturan  agar

bersambung ke Hal 2))




